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P U T U S A N

Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Pkc

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT,  NIK XXXXXX01,  tempat  lahir  KUALA PANDUK,  tanggal

lahir 08 April  2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di

XXXXXXXX,  Kelurahan Pangkalan  Kerinci  Timur,  Kecamatan

Pangkalan  Kerinci,  Kabupaten  Pelalawan,  Provinsi  Riau,

sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK , tempat lahir SIMANDOLAK, tanggal lahir 31 Oktober

2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan

GSO  di  Bandara,  tempat  tinggal  di  Jalan  Lembaga

Permasyarakatan  No.  19,  Cinta  Raja,  Kelas  IIA,  Kecamatan

Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Maret 2024 yang

didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Pangkalan  Kerinci,  Nomor

125/Pdt.G/2024/PA.Pkc  tanggal  13  Maret  2024,  dengan  dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2022, Penggugat dan Tergugat telah m

elangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada 

Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Kerumutan,  Kabupaten
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Pelalawan, Provinsi Riau, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Nomor : 0035/016/II/2022, tertanggal 26 Februari 2022; 

2. Bahwa  pada  saat  melangsungkan  pernikahan  tersebut  Penggugat

berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka; 

3. Bahwasetelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rum

ah nenek  Penggugat  di  Kecamatan  Kerumutan,  Kabupaten  Pelalawan,

Provinsi Riau,  selama  2  hari  dan terakhir tinggal  di rumah kontrakan  di

Kecamatan Simpang Tiga, Kota Pekanbaru, sampai bulan Juni tahun 2022,

dan belum di karuniai  anak;

4. Bahwa  sejak  tahun  2022  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  mulai tidak  harmonis  disebabkan  karena  perselisihan  dan

pertengkaran terus menerus dan Tergugat dihukum penjara :

5. Bahwa pada bulan Junitahun 2022 Tergugat telah dinyatakan sah melak

ukan tindak pidana pengedar  Narkotika Golongan I bukan  tanaman

melebihi  5  gram  di Jalan  Karya  Satu,  Kecamatan  Simpang  Tiga,  Kota

Pekanbaru dan  difonis  hukum  penjara  selama  13 tahun 4

bulan di Rumah Tahanan jalan  Lembaga  Permasyarakatan  No.  19,  Cinta

Raja, Kelas IIA, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

6. Bahwa,  selama  Tergugat  berada  di  Rumah  Tahanan jalan  Lembaga

Permasyarakatan  No.  19,  Cinta  Raja,  Kelas  IIA,  Kecamatan  Sail,  Kota

Pekanbaru,  Provinsi  Riau,  Penggugat masih  tinggal di rumah kediaman

bersama  di  rumah  kontrakan  di  Kecamatan  Simpang  Tiga,  Kota

Pekanbaru dan setiap ada kesempatan, Penggugat selalu menjenguk Tergu

gat di Rumah Tahanan

 Kelas IIA Pekanbaru, dan terakhir Penggugat tinggal di rumah kakak

Penggugat di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan

Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dari bulan Pebrurai 2023 sampai Sekarang; 

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan

Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 

8. Bahwa dengan sikap dan perbuatan tersebut, Tergugat telah melalaikan

kewajibannya sebagai  suami  dan  mengabaikan  hak  Penggugat  Sebagai

Istri; 
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9. Bahwa  dengan  keadaan  rumah  tangga  seperti  dijelaskan  diatas,

Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

bersama Tergugat,  untuk  membina  rumah tangga  yang  bahagia  dimasa

yang akan datang; 

10. Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  di  atas,  telah  cukup  alasan  bagi

Penggugat

untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Per

aturan Pemerintah  No.  9  Tahun  1975,  dan  untuk  itu  Penggugat  mohon

kepadaKetua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci kiranya berkenan men

erima dan memeriksa perkara ini; 

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Ketua  Pengadilan  Agama  Pangkalan  Kerinci  cq.  Majelis  Hakim  untuk

memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  dan  selanjutnya  dapat  memutuskan

sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; 

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat  (TERGUGAT )

terhadap Penggugat (PENGGUGAT); 

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; 

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae

quo et bono)

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  datang

menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak

pula  menyuruh  orang  lain  sebagai  wakil  atau  kuasanya  yang  sah,  padahal

kepada  Tergugat  telah  dipanggil  dengan  resmi  dan  patut,  sedangkan  tidak

ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut

hukum;

Bahwa  upaya  perdamaian  oleh  Majelis  Hakim  dan  mediasi  melalui

Mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah menghadap ke

persidangan,  namun  Majelis  Hakim  selama  persidangan  berlangsung  tetap

memberikan  nasihat  kepada  Penggugat  agar  mengurungkan  keinginannya
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untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang harmonis,

namun  tidak  berhasil  dan  Penggugat  tetap  ingin  melanjutkan  proses

persidangan;

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilanjutkan  dengan

membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan

oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa,  terhadap  gugatan  Penggugat  tersebut,  Tergugat  tidak

menyampaikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis, karena Tergugat

tidak  pernah  menghadap  ke  persidangan  sekalipun  telah  dipanggil  dengan

resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang

sah, ketidakhadiran mana dianggap sebagai pelepasan hak-hak Tergugat untuk

menyampaikan  jawaban,  bantahan,  tuntutan  balik,  dan  pembuktian

(rechtsverwerking);

Bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Penggugat dan Tergugat, Nomor

0035/016/II/2022,  tanggal  26  Februari  2022,  yang  dikeluarkan  oleh

Pegawai Pencatat Nikah KUA Kerumutan Kabupaten Pelalawan Provinsi

Riau,  bermeterai  cukup  dan  telah  di-nazegelen di  Kantor  Pos,  setelah

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,  lalu diberi  paraf  dan tanda

P.1;

2. Fotokopi  Putusan  Pengadilan  Negeri  Pekanbaru  Nomor

1016/Pid.Sus/2022/PN  Pbr  tanggal  21  Desember  2022,  yang  yang

dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru, bukti surat tersebut telah

diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa  Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk  mempersingkat  uraian putusan ini,  segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak menghadap ke persidangan

dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  sebagai  wakilnya/kuasanya  serta  tidak

ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun

telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat telah

cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut  akan  tetapi  tidak  menghadap  ke  persidangan,  harus  dinyatakan  tidak

hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai

dengan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  alasan  perceraian  dalam  gugatan

Penggugat adalah karena Tergugat dihukum penjara selama 13 tahun 4 bulan,

sehingga hubungan rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis sejak

tahun 2022;

Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.1  (Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah)  yang

merupakan  akta  otentik,  telah  bermeterai  cukup,  bernazegelen dan  cocok

dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat telah menikah

dengan  Tergugat  pada  tanggal  26  Februari  2022  di KUA  Kecamatan

Kerumutan, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg bukti tersebut

telah  memenuhi  syarat  formal  dan  materiil,  serta  mempunyai  kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  (P.2)  berupa  fotokopi  Putusan

Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor  Nomor 1016/Pid.Sus/2022/PN Pbr  yang

pada pokoknya menyatakan Tergugat dihukum dengan pidana penjara selama

13 tahun hal mana bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan

merupakan  akta  otentik,  maka  Majelis  Hakim  menilai  bukti  tersebut  sah,

sempurna dan mengikat. Pembuktian terhadap gugatan perceraian a quo telah
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sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

yang berbunyi: “Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-

istri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat

sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c maka untuk mendapatkan putusan

perceraian  sebagai  bukti  Penggugat  cukup  menyampaikan  salinan  putusan

Pengadilan yang memutuskan perkara disertai  keterangan yang menyatakan

bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”. Begitu pula

dengan Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Gugatan

perceraian  karena alasan suami  mendapat  hukuman penjara  5 (lima)  tahun

atau hukuman yang lebih berat sebagai  dimaksud dalam pasal 116 huruf c,

maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti Penggugat cukup

menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai

keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai  kekuatan

hukum yang tetap”;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti  di  atas ditemukan

fakta hukum sebagai berikut:

 Bahwa  hubungan  hukum  (rechtsbetrekking)  Penggugat  dan  Tergugat

adalah suami istri sah belum dikaruniai anak;

 Bahwa,  keadaan rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  sudah tidak

rukun karena Tergugat telah dipidana penjara selama 13 tahun;

 Bahwa  di persidangan  Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasihati

Penggugat untuk bersabar dan rukun lagi  dengan Tergugat,  namun tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim

dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  beragama  Islam  dan  Penggugat

bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci,

maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2),  jo. pasal 73 ayat

(1)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  diubah  dengan

Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang
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Nomor 1 Tahun 1974,  jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975,  jo. Pasal  132  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam,  perkara  ini

merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;  

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan

belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan

yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang  Perkawinan,  maka  masing-masing  pihak  mempunyai  hak  dan

kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam

perkara ini (persona standi in judicio),  dan perkara ini menjadi kompetensi

absolut Pengadilan Agama; 

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun oleh

karena Tergugat dikenai pidana penjara;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat

dan Tergugat,  akan tetapi  Penggugat  menyatakan tetap bersikukuh untuk

bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat

kebencian  yang  memuncak  dari  Penggugat  terhadap  Tergugat,  dan  oleh

karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih

dalam kitab  Al-Iqna juz  II  halaman 133 yang dijadikan sebagai  pendapat

Hakim sebagai berikut:

Artinya: “Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya,

hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan

untuk  dipertahankan  lagi  (onheel  baar  tweespalt),  sehingga  tujuan

pernikahan  untuk  membina  keluarga  sakinah,  mawadah,  warohmah

sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,  jo.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur’an

Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;
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6. Bahwa  memaksakan  untuk  mempertahankan  kondisi  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk

dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada

manfaatnya,  padahal  menolak  mafsadat  diutamakan  daripada  mengharap

maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

7. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan

yang melawan hukum (onrechtmatige daad), maka sesuai Pasal 149 R.Bg

gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek; 

Menimbang,  berdasarkan  uraian  di  atas  Majelis  Hakim  berpendapat

bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena gugatan Penggugat

tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang  bahwa  talak  satu  ba’in  sughra  merupakan  talak  yang

dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum

dari talak satu ba’in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup

bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru; 

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  merupakan  perkara  di  bidang

perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  biaya  perkara  dibebankan  kepada

Penggugat, sehingga telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan

petitum angka 3 gugatan Penggugat;

Mengingat  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)  kepada

Penggugat (PENGGUGAT); 

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah); 

Penutup

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari  Senin tanggal  25 Maret 2024

Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  15  Ramadhan  1445 Hijriah,  oleh  kami

Hermanto,  S.H.I.,  M.E., sebagai  Ketua  Majelis,  Delbi  Ari  Putra,  S.H. dan

Wahita  Damayanti,  S.H.,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  dan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  itu juga oleh Ketua

Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, H. Muslim,

S.Ag., M.H. sebagai Panitera, dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hermanto, S.H.I., M.E.  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Delbi Ari Putra, S.H.  Wahita Damayanti, S.H.  
Panitera,

H. Muslim, S.Ag., M.H.  

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP :  Rp60.000,00

2. Proses : Rp60.000,00

3. Panggilan : Rp285.000,00
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4. Meterai : Rp10.000,00

   Jumlah : Rp415.000,00 

(empat ratus lima belas ribu rupiah)
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